[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

Menimbang

Mengingat

. a.

1.

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 serta dalam rangka
penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur agar
dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor
34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran
2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung
Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal S dalam Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2022 Nomor 35) yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati:

a. Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 85);

b. Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);
diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam perencanaan anggaran standar harga satuan,

berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.



(2) Dalam pelaksanaan anggaran standar harga satuan berfungsi
sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam pelaksanaan kegiatan; dan
b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat
dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena
adanya kenaikan harga pasar.

(3) Standar harga satuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(4) Lampiran Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan data Pemuktahiran pada Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai usulan dari
Perangkat Daerah yang telah melampirkan bukti survey
dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 25 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO




